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ABSTRAK 

Mustika Muzdalifah. 2023. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Peran Kua Dalam 

Mengatasi Fenomena Illegal Wedding Studi Kasus Di Kua Lowokwaru 

Kota Malang. Skripsi, Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas 

Agama Islam, Universitas Islam Malang. Pembimbing 1: Drs. H. Ach. 

Faisol, M.Ag. Pembimbing 2: Shofiatul Jannah, M.HI. 
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Pernikahan dalam syariat Islam sebagai sunatullah dan penyempurnaan 

agama untuk menghalalkan hubungan antara laki-laki dan perempuan. Sehingga 

menjadi keluarga serta memperoleh keturunan dengan niat beribadah kepada 

Allah Swt. Sahnya pernikahan dengan memenuhi syarat dan rukun pernikahan. 

Selain itu pernikahan harus dicatatkan terlebih dahulu agar memperoleh 

keabsahan hukum.  

Berdasarkan observasi awal, dapat diketahui fenomena pernikahan siri di 

Kecamatan Lowokwaru setiap tahunnya terus meningkat dan pihak Kantor 

Urusan Agama Kecamatan Lowokwaru baru dapat mengetahui bahwa terdapat 

masyarakatnya yang melakukan nikah siri ketika dalam pernikahannya terdapat 

masalah yang tidak dapat diselesaikan, mereka mendatangi pihak KUA dengan 

tujuan untuk menyelesaikan masalah yang terjadi. Hal-hal yang sering dilaporkan 

berkaitan dengan tidak memperoleh nafkah, permohonan gugat cerai atau talak, 

dan lain sebagainya. Dalam hal ini pihak KUA mengarahkan agar masalah dapat 

diselesaikan telebih dahulu melakukan permohonan isbat nikah ke pengadilan 

agama. 

Berdasarkan latar belakang diatas, fokus penelitian dalam pembahasan 

skripsi ini sebagai berikut yaitu, bagaimana peran KUA Lowokwaru dalam 

mengatasi fenomena illegal wedding, apa dampak hukum terhadap pasangan yang 

melakukan illegal wedding, serta bagaimana pandangan hukum islam terhadap 

peran KUA dalam mengatasi fenomena illegal wedding. 
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Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan 

bagaimana peran KUA Lowokwaru dalam mengatasi fenomena illegal wedding, 

untuk mendeskripsikan apa dampak hukum terhadap pasangan yang melakukan 

fenomena illegal wedding, dan untuk menganalisis bagaimana pandangan hukum 

islam terhadap fenomena illegal wedding. Untuk mencapai tujuan dari penelitian 

diatas, penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, jenis penelitian 

menggunakan field reseach (metode lapangan). Penelitian dilakukan di KUA 

Lowokwaru Kota Malang. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan 

menggunakan metode observasi yang merupakan Teknik untuk menggali data dari 

sumber data, metode wawancara yang merupakan metode pengumpulan data 

dengan cara tanya jawab dengan informan, metode selanjutnya yaitu dokumentasi 

yang dilakukan untuk memperoleh data dengan mengumpulan bukti-bukti seperti 

foto atau dokumen penting yang berhubungan dengan penelitian yang dilakukan. 

Hasil temuan dalam penelitian yang berkaitan dengan peran KUA 

Lowokwaru dalam mengatasi fenomena illegal wedding, melakukan sosialisasi 

serta penyuluhan yang berkaitan dengan larangan menikah siri, dampak nikah siri, 

pentingnya pencatatan perkawinan, serta perlindungan keluarga dan perempuan. 

Penyuluhan diadakan oleh Badan Penasehat, Pembinaan dan Pelestarian 

perkawinan (BP4) yang merupakan organisasi professional yang bersifat sosial 

keagamaan sebagai mitra kerja kementrian agama dan institusi terkait, baik 

pemerintah maupun non pemerintah dalam mewujudkan keluarga sakinah 

mawwadah warrohmah. 

Ada beberapa dampak yang ditemukan peneliti terhadap pasangan yang 

melakukan illegal wedding atau nikah siri diantaranya terhadap istri dianggap 

sebagai istri tidak sah di mata masyarakat dan hukum, istri tidak dapat menuntut 

hak-haknya ketika terjadi pelanggran oleh suami. Terhadap anak, dalam masalah 

nasab hanya mengikuti nasab dari ibu, anak kesulitan mendapat akta kelahiran 

serta dokumen lainnya karena dianggap sebagai anak tidak sah. Dalam masalah 

harta gono gini, hak waris dan terhadap nafkah disini istri dan anak tidak dapat 

menutut jika tidak menuntut haknya ketika terjadi sengketa dalam rumah tangga. 

Hukum pun tidak dapat melindungi sebab kedua pasangan ini tidak mempunyai 

bukti pernikahan sah yakni buku nikah. 
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Pandangan hukum islam terhadap peran KUA Lowokwaru dalam 

mengatasi illegal wedding, dalam syariat islam menganjurkan pelaksanaan 

pernikahan harus dicatatkan serta diumumkan kepada masyarakat, sebab 

pernikahan yang dilakukan secara siri lebih banyak medatangkan kemudhoratan 

dibandingkan kemaslahatan untuk keluarga dan pasangannya. Disini KUA 

sebagai lembaga yang melayani masyarakat islam salah satunya perkawinan telah 

menjalankan tugas dan fungsinya. Hal ini sesuai dengan kompilasi hukum Islam 

yang menganjurkan agar menjamin ketertiban dan keamanan setiap pernikahan 

harus dicatat dan diumumkan kepada khalayak dan pernikahan yang tidak 

dicatatakan di Kantor Urusan Agama tidak mempunyai kekuatan hukum.  

Hal- hal yang kemudian menjadi saran peneliti kepada Kantor Urusan 

Agama mulai dari kepala hingga staf-stafnya agar selalu berupaya semaksimal 

mungkin memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat khusnya dalam 

masalah perkawinan dalam hal ini pernikahan siri. Kepada seluruh masyarakat 

agar memiliki kesadaran akan pentingnya melakukan pencatatan pernikahan sebab 

akan berdampak pada keluarga dan rumah tangga.  
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Konteks Penelitian 

Sebagai institusi terkecil dari kementerian agama yang berada di 

wilayah kecamatan, KUA merupakan lembaga hukum yang berdasarkan 

KMA No.517. /2001 berperan untuk melayani masyarakat beragama Islam 

terkait dengan pencatatan nikah, membina masjid, zakat, baitul mal, 

ibadah sosial, kependudukan dan pengembangan keluarga sakinah. 

Masyarakat dengan Kantor urusan agama (KUA) mempunyai hubungan 

yang tidak bisa terpisahkan terutama yang berkaitan dengan masalah 

perkawinan. (Romadhoni, 2015) 

Perkawinan merupakan akad yang sakral antara seorang pria dan 

wanita atas dasar saling meyukai bersadasarkan syariat untuk 

menghalalkan hubungan antara keduanya, sehingga menjadi keluarga serta 

memperoleh keturunan dengan niat beribadah kepada Allah SWT. 

Sebagaimana yang tertuang dalam Undang-Undang RI no 1 tahun 1974 

tentang perkawinan dalam pasal 1, perkawinan merupakan ikatan lahir 

bathin antara seorang laki laki dan perempuan dengan tujuan untuk 

membentuk rumah tangga yang bahagia dan kokoh. (Irfan Islami, 2017) 

Islam memandang pernikahan sebagai sesuatu yang sakral karena 

menikah bukan hanya untuk menyalurkan hasrat seksual secara sah 

melainkan sunatullah yang berlaku kepada manusia dengan memenuhi 

hukum dan syarat dari pernikahan yang berlaku. Terwujudnya tujuan 

pernikahan ketika setiap pasangan siap melaksanakan perannya masing-
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masing secara positif. Allah SWT tidak menjadikan manusia seperti 

mahluk lainnya yang hidup mengikuti nalurinya dengan berhubungan 

secara bebas berdasarkan kehendak hawa nafsunya yang tidak beraturan. 

Oleh karena itu Allah SWT membuat hukum pernikahan berdasarkan 

kodrat manusia untuk menjaga harkat dan martabatnya dalam ikatan 

pernikahan. Sehinnga seseorang tidak dengan sesuka hati mengambil jalan 

sendiri dan terjerumus ke jalan yang sesat. (Mansur, 2021) 

Hak dan kewajiban antara suami istri akan terjadi setelah 

berlangsungnya akad yang telah memenuhi semua syarat dan rukun dari 

pernikahan. Disitulah kedua pasangan tersebut mulai menjalankan 

perannya, jika tanggung jawab dari kedua pasangan tersebut sama-sama 

dilaksanakan dengan baik, maka akan terwujudnya keharmonisan, serta 

kedaiaman, sehingga sempurnalah hidup berkeluarga dengan tuntunanan 

agama menjadi keluarga yang sakinah, mawwaddah wa rahmah. (Mansur, 

2021) 

Sahnya perkawinan jika dilihat berdasarkan undang-undang no 1 

tahun 1974 adalah perkawinan yang dilakukan menurut hukum masing 

masing agama dan kepercayaannya, dan tiap tiap perkawinan tersebut 

harus dicatat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

Ditegaskan pula dalam kompilasi hukum Islam yang berlaku di Indonesia 

dalam pasal 4 menyatakan bahwa sahnya suatu perkawinan jika dilakukan 

berdasarkan hukum Islam. Pada Pasal 5 menyatakan bahwa: “agar 

terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan 

harus dicatat”. Dalam pasal 6 ayat 2 juga menjelaskan bahwa “perkawinan 
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yang dilakukan diluar pengawasan pegawai pencaatat nikah tidak 

mempunyai kekuatan hukum”. Artinya jika kita melihat secara 

keseluruhan dan kesatupaduan dari pasal tersebut harus dilakukan secara 

pasti, guna mendapatkan kepastian hukum. (Edi Gunawan, 2013) 

Ketika dalam pelaksanaan perkawinan hanya dilakukan 

berdasarkan ajaran agama tetapi tidak dicacatkan secara legal ke 

administrasi negara maka perkawinan tersebut dianggap tidak sah 

berdasarkan undang-undang yang berlaku. Akibatnya seiring berjalannya 

waktu ketika terjadi persengketaan dalam rumah tangga antara suami dan 

istri maka tidak bisa meminta perlindungan hukum kepada negara. 

Sehingga apapun konsekuensi yang terjadi dalam rumah tangga kedua 

pasangan tersebut dianggap tidak pernah ada bagi negara. 

Sejak diberlakukannya undang-undang perkawinan di Indonesia 

dan peraturan pemerintah untuk melindungi fitrah perkawinan serta 

mewujudkan ketertiban perkawinan di masyarakat, bahwa perkawinan 

yang tidak dicatatkan dianggap tidak sah secara hukum. Sahnya 

perkawinan bagi beragama Islam dicatatkan ke kantor urusan agama 

(KUA) dan bagi yang bukan beragama Islam dicatatakan di kantor 

pencatatan sipil. Dalam Islam pernikahan yang merupakan sesuatu yang 

sakral, sebagai bentuk penyempurnaan sebagian agamanya akan menjadi 

ironi jika dilakukan dengan tidak tertib hukum, dan dilarang secara negara. 

Namun sangat disayangkan masih banyak masyarakat yang 

mengesampingkan peraturan yang berlaku dengan melakukan pernikahan 
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secara illegal atau yang lebih dikenal masyarakat dengan sebutan nikah 

siri. 

Di Indonesia pernikahan siri bukan fenomena asing yang baru 

terdengar di telinga, melainkan sudah sering terjadi di kalangan 

masyarakat dari masa ke masa. Pernikahan ini dilakukan secara rahasia 

tanpa mendaftarkan terlebih dahulu ke KUA atau pegawai pencatat 

perkawinan sehingga tidak mempunyai akta nikah yang dikeluarkan oleh 

pemerintah setempat. Artinya secara hukum telah melanggar peraturan 

undang-undang yang berlaku. Tolak ukur pelaku intinya pernikahan 

tersebut berdasarkan syariat Islam dengan memenuhi syarat dan rukun 

pernikahan, sehingga masyarakat beranggapan bahwa pernikahan secara 

illegal ini bukanlah sebuah masalah yang fatal dan tidak akan 

menimbulkan dampak apapapun di massa yang akan datang. (Zulham 

Wahyudani, 2017)  

Melihat kasus-kasus pernikahan siri yang terjadi di masyarakat, 

masing-masing mempunyai latar belakang secara khusus yang berbeda. 

Disamping itu pernikahan siri dianggap sebagai jalan pintas bagi pasangan 

yang menginginkan pernikahan tetapi belum siap belum siap atau ada hal-

hal lainnya yang tidak memungkinkan terikat secara hukum. Namun 

secara umum mempunyai maksud dan tujuan yang sama yaitu 

memperoleh keabsahan. (M. Yusuf, 2019) 

Nikah siri dalam perspektif hukum Islam adalah sah dan legal jika 

syarat nikahnya terpenuhi, yaitu dengan adanya wali, saksi, ijab qobul 

serta mahar, pada saat pernikahan tersebut digelar. Sebagaimana yang 
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telah ditegaskan di dalam kompilasi hukum Islam pasal ayat 1, bahwa 

sahnya sebuah pernikahan apabila dilakukan menurut hukum masing-

masing agamanya. Ini berarti jika dalam pelaksanaan pernikahan telah 

dilangsungkan ijan qobul serta memenuhi syarat dan rukun nikah, maka 

berdasarkan syariat Islam dan kepercayaan masyarakat pernikahan tersebut 

dikatakan sah. Akan tetapi sahnya pernikahan yang telah berdasarkan 

syariat tersebut, perlu disahkan lagi oleh negara yaitu dengan dicatatkan ke 

pejabat pencatat perkawinan. Hal ini sesuai dengan ketentuan yang 

terdapat dalam pasal 2 Ayat 2 UU perkawinan. Bagi mereka yang 

melangsungkan pernikahan menurut agama Islam pencatatan dilakukan di 

KUA dengan tujuan agar dapat memperoleh Akta Nikah sebagai bukti 

adanya pernikahan tersebut. Aturan mengenai pencatatan perkawinan, 

dijelaskan pada Bab II pasal 2 PP No. 9 Tahun 1975. Ditegaskan juga 

dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 7 ayat 1 “pernikahan hanya 

dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah”. 

(Asripa, dkk, 2020) 

Jika dilihat dari sudut pandang hukum positif yang berlaku di 

Indonesia, berdasarkan ketentuan UU No.1/1974 Jo pasal 2 ayat (1) yaitu 

bagi yang beragama Islam, sahnya pernikahan apabila telah memenuhi 

rukun dan syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh syariat. Artinya 

pernikahan telah dilangsungkan menurut aturan yang telah ditentukan oleh 

hukum agama masing-masing. Sedangkan dalam ayat (2) yaitu, 

pernikahan tersebut telah dicatatkan oleh pegawai pencatat nikah (PPN) 

yang berwenang dan telah memperoleh bukti autentik berupa akta nikah. 
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Suatu perkawinan dianggap sah tidak hanya dilakukan berdasarkan hukum 

agamanya masing-masing, tetapi disamping itu harus dicatatkan kepada 

pejabat yang berwenang. Dengan demikian, dalam perspektif hukum 

positif yang berlaku di Indonesia, nikah siri adalah pernikahan illegal dan 

tidak sah. (Imam Hafas, 2021) 

Berdasarkan uraian diatas, nikah siri jika ditinjau berdasarkan 

hukum Islam dan hukum positif yang berlaku di Indonesia, bawah nikah 

siri hukumnya sah menurut agama karena dilaksanakan dengan memenuhi 

syarat dan rukun pernikahan, disamping itu Islam juga mengatur ketika 

melangsungkan pernikahan harus dicatatkan ke KUA demi menghindari 

dampak yang timbul di massa yang akan datang terhadap keluarganya. 

Sedangkan dalam hukum negara nikah siri tidak sah karena pernikahan 

tersebut tidak memenuhi syarat dan ketentuan yang diberlakukan. Dengan 

demikian, berdasarkan hukum yang belaku, nikah siri adalah pernikahan 

illegal dan tidak sah. (M. Yusuf, 2019) 

Berdasarkan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Agustina 

Bilondatu (2012) menyatakan bahwa, nikah siri adalah perkawinan 

dilakukan oleh masyarakat Indonesia pada umumnya, khusunya di wilayah 

pedesaan. Nikah siri merupakan perkawinan yang dilakukan secara 

rahasia. Pada dasarnya pernikahan ini tidak diakui oleh agama maupun 

berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dampak serta 

akibat yang ditimbulkan dari pernikahan siri sulit untuk diselesaikan 

karena tidak ada legalitas hukum. Lembaga resmi yang mempunyai peran 

penting dalam menangani hal-hal yang berkaitan dengan masalah 
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perkawinan, demi menurunkan angka perkawinan yang terjadi di 

masyarakat secara illegal adalah Kantor Urusan Agama (KUA). 

Optimalisasi peran dari KUA sangatlah penting dalam mengatasi 

perkawinan yang tidak dicatatkan demi mewujudkan terselenggaranya 

aturan hukum yang berlaku. (Agustina Bilondatu, 2012). 

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Muhammad Ihsan 

Fathoni (2022) dengan judul penelitian peran kepala KUA dalam 

menangani nikah siri di desa Junrejo Kota Batu menyatakan bahwa, 

penyebab terjadinya pernikahan siri di Desa Junrejo Batu diakibatkan oleh 

beberapa faktor diantaranya, rendahnya tingkat pendidikan, kurangnya 

ilmu pengetahuan dan informasi yang berkaitan dengan pencatatan nikah, 

telah melakukan hubungan badan sebelum pernikahan dilaksanakan, serta 

kurangnya pendidikan yang dipelajari masyarakat. Kedua, peran KUA 

sebagai lembaga keagamaan dalam upaya mengatasi permasalahan nikah 

siri di Desa Junrejo, dengan melakukan penyuluhan-penyuluhan 

pencatatan nikah, pembinaan keluarga Bahagia, kursus kepada calon 

pasangan yang hendak menikah, memberikan informasi mengenai akibat 

yang ditimbulkan Ketika memilih menikah siri, mengadakan seminar dan 

pengajian kepada masyarakat setempat. Ketiga, dalam pandangan hukum 

positif pernikahan siri dianggap tidak sah dan melanggar prosedur hukum 

yang berlaku, dan tidak mempunyai kekuatan hukum karena syarat sahnya 

pernikahan tidak terpenuhi, dimana setiap pelaksanaan perkwinan harus 

dicatatat ke pegagai pencatat pernikahan sesuai dengan undanga-undang 

yang berlaku. (Muhammad Ihsan Fathoni, dkk, 2022) 
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Selanjutnya penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Dhiauddin 

Tanjung dkk (2022) dengan judul penelitian upaya Kantor Urusan Agama 

(KUA) Lhoksukon Aceh Utara dalam meminimalisir problem nikah liar 

meyatakan bahwa, upaya yang dilakukan KUA setempat diantaranya: 

Pertama, mengadakan sosialisasi akan pentingnya pencatatan pernikahan 

serta akibat hukum terhadap keluarga, terutama istri dan anak melalui 

penyuluhan-penyuluhan dan pengajian. Kedua, demi mendukungnya 

perkawinan, agar setiap perkawinan harus dilakukan sesuai perosedur 

yang berlaku, perlu dilakukan koordinasi dengan perangkat gampong 

(Keusyik, Imum Gampong, dan Tuha Peut) serta memberikan sanksi dan 

teguran kepada Teungku-Teungku yang bertindak sebagai qadhi liar. 

Ketiga, pihak KUA Lhoksukon sebagai instansi inti yang mengatur 

pernikahan di daerah hukum Lhoksukon memberikan penjelasan terhadap 

warga setempat dampak negatif dari pernikahan yang dilakukan secara liar 

lebih banyak dibandingkan dampak positif sebagaimana diatur dalam 

hukum yang berlaku di Indonesia melalui majelis taklim, agar masyarakat 

dapat menghindari pernikahan secara liar. Selain itu memberikan 

pemahaman kepada masyarakat agar mengajukan isbat nikah kepada 

Mahkamah Agung Sari’iyah. (Tanjung dkk, 2022) 

Penelitian yang dilakukan oleh Ahmad Gojin dan Rusnandar 

(2019) dengan judul penelitian upaya Bimbingan Kantor Urusan Agama 

dalam antisipasi pernikahan tanpa melalui pencatatan KUA di Kecamatan 

Purwaharja Kota Banjar menyatakan bahwa, dari hasil survey di 

Kecamatan Purwaharja pada tahun 2017 terkait pencatatan nikah dan rujuk 
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sebanyak 202 pernikahan. Sedangkan berdasarkan data di pengadilan 

agama pada tahun 2017 sejak bulan Januari sampai Desember bahwa 

masyarakat yang melaksanakan pernikahan tanpa melakukan pencatatan 

ke PPN jumlahnya lumayan tinggi yaitu 17 orang dengan 4 

Desa/Kelurahan yang berada di Kecamatan Purwaharja. Dalam 

mengurangi pernikahan liar, Kantor Urusan Agama purwaharja melakukan 

berbagai Upaya diantaranya: pertama, melaksanakan penyuluhan-

penyuluhan pentingnya pencatatan nikah dan keluarga Bahagia kepada 

calon pengantin dan wali yang dilakukan oleh Badan Penasehat, 

Pembinaan, Pelestarian Perkawinan (BP4) di Kantor Urusan Agama. 

Kedua, kementrian agama melalui perwakilannya di Kecamatan 

melakukan sosialisasi kepada masyarakat mengenai pentingnya pencatatan 

perkawinan dan dampak buruknya terhadap keluarga, ibu dan anak di 

masa yang akan melalui seminar dan pengajian. Ketiga melakukan 

penyuluhan setiap 2 bulan sekali kepada masyarakat yang diadakan oleh 

KUA Kecamatan dan dilaksanakan di balai Desa dimana Kantor Urusan 

agama dengan saling bekerja sama dengan rekan di lingkup instansinya 

yang berada di setiap desa yaitu P3N (Pembantu Pegawai Pencatat 

Nikah/Amil Desa). Hambatan yang di hadapi Kantor KUA Kecamatan 

Purwaharja diantaranya: pertama, kesulitan untuk membayar biaya 

administrasi kepada KUA serta kekurangan biaya trasnportasi untuk 

menuju ke Kantor Urusan Agama akibat minimnya penghasilan 

perekonomian masyarakat dalam kehidupan sehari-harinya. Kedua, timbul 

rasa malas dan malu untuk mendaftarkan pernikahan ke KUA wilayahnya 



10 

 

 
 

dari kedua keluarga calon pengantin karena status pernikahan mereka 

diakibatkan dari kecelakaan yang telah mereka buat. Ketiga, jumlah 

masyarakat Purwaharja yang minim kesadaran dan pemahaman hukum 

masih banyak. Keempat, tingkat Pendidikan yang rendah di masyarakat di 

Kecamatan Purwaharja serta Kuragnya tenaga Sumber Daya Manusia 

(SDM) yang bekerja di Kantor urusan Agama (KUA). (Gojin & 

Rusnandar, 2019) 

Menurut peneliti terdahulu yang dilakukan Romadhoni (2015) 

dengan judul penelitian optimalisasi peran KUA dalam mengatasi illegal 

mentatakan bahwa, Nikah Siri adalah perkawinan secara sembunyi-

sembunyi. Nikah siri di banyak dilakukan oeh masyarakat Indonesia pada 

umumnya khususnya di daerah-daerah pedesaan. Nikah siri pada dasarnya 

tidak diakui oleh agama maupun oleh aturan perundang-undangan oleh 

karenanya akibat yang ditimbulakan dari nikah siri sulit bahkan tidak 

dapat diselesaiaan dengan hukum positif. Kantor Urusan Agama (KUA) 

yang menjadi lembaga resmi yang menangani hal-hal mengenai 

perkawinan sangatlah berperan dalam menekan angka perkawinan yang 

tidak tercatat yang terjadi dimasyarakat. Optimalisasi peran KUA dalam 

mengatasi Ilegal wedding sangatlah penting dalam mewujudkan 

kemanfaatan bagi penerapan aturan hukum yang berlaku. (Romadhoni, 

2015) 

Pernikahan semacam ini dianggap merugikan kaum perempuan 

sebab seiring berjalannya waktu problem dalam rumah tangga bisa saja 

terjadi, dan pihak istri tidak bisa melaporkan dan memperoleh keadilan 
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hukum karena status pernikahan mereka tidak tercatat oleh negara. Istri 

dan anak tidak mempunyai status hukum yang jelas, di mata masyarakat 

pun mereka dipandang buruk. Di masa mendatang juga dikhawatirkan 

terjadinya perkawinan seayah karena kemungkinan besar mereka tidak 

saling mengenal satu dengan yang lainnya. Fenomena semacam ini 

menjadi hambatan besar suksesnya undang-undang di Indonesia yang telah 

melarang pernikahan secara illegal. 

Berdasarkan observasi awal yang dilakukan oleh peneliti di Kantor 

Urusan Agama (KUA) Lowokwaru, faktanya di daerah tersebut masih 

banyak masyarakat yang melakukan penikahan secara siri. Faktor-faktor 

pelaku memilih menikah secara siri diantaranya. Pertama pelaku nikah siri 

masih terikat hubungan pernikahan yang sah, kedua faktor keterbatasan 

ekonomi karena tuntutan hidup sehingga korban mengambil jalan untuk 

menikah siri dengan tujuan agar kebutuhan tercukupi, ketiga menikah 

hanya untuk memenuhi kebutuhan biologis, keempat karena perempuan 

telah hamil bahkan melahirkan.  

Observasi yang dilakukan peneliti diantaranya dengan 

mewawancarai Ibu Ernawati selaku penyuluh KUA Lowokwaru yang 

menyatakan bahwa:” masih banyak warga masyarakat kami yang menikah 

secara siri, yang mana pihak KUA baru dapat mengetahuinya setelah 

banyaknya pelaku yang datang ke KUA Ketika dalam hubungannya 

terdapat masalah seperti, mengajukan penerbitan buku nikah untuk 

pernikahan mereka yang telah dilakukan beberapa tahun yang lalu, 

dimana kebanyakan pasangan telah memiliki keturunan, kemudian KUA 
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membantu  mengarahkan untuk nelaksanakan isbat nikah di kantor 

pengadilan agama kota Malang”. 

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan 

mendeskripsikan peran dari pihak KUA dalam menangani nikah siri yang 

terjadi di kecamatan Lowokwaru kota Malang. Penelitian ini berfungsi 

sebagai pembanding dengan peneliti terdahulu yang hampir serupa dengan 

penelitian ini akan tetapi, dalam penelitian ini terdapat perbedaan pada 

fokus masalah yang telah diteliti dan juga perbedaan pada letak lokasi 

yang diteliti dengan peneliti sebelumnya. Berdasarkan penelusuran data 

yang telah peneliti kumpulkan dari beberapa peneliti terdahulu terkait 

illegal wedding akan tetapi belum ada yang meneliti tentang topik 

penelitian yang penulis angkat yaitu Tinjauan Hukum Islam Terhadap 

Peran Kantor Urusan Agama Dalam Mengatasi Fenomena Illegal Wedding 

di Kecamatan Lowokwaru Kota Malang. Harapan dari peneliti, penelitian 

yang telah dilakukan ini dapat berguna dan bermanfaat guna menambah 

wawasan, informasi, serta dapat digunakan sebagai bahan referensi 

maupun bahan kajian oleh mahasiswa khususnya mahasiswa program 

studi Hukum Keluarga Islam. 

Permasalahan-permasalahan tersebut merupakan hal penting yang 

perlu diperhatikan. Dalam hal ini yang menjadi fokus penelitian adalah 

peran apa saja yang dilakukan oleh KUA Lowokwaru dalam mengatasi 

fenomena Illegal wedding sehingga dapat meminimalisir praktek 

pernikahan siri di Kecamatan Lowokwaru, sehingga dapat diketahui 
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sejauh mana upaya yang dilakukan KUA Lowokwaru dalam 

meminimalisir parnikahan siri.  

Berdasarkan fenomena yang dipaparkan diatas maka peneliti 

mempunyai ketertarikan untuk meneliti lebih dalam tentang peran KUA 

Lowokwaru Kota Malang dalam mengatsi fenomena illegal wedding yang 

penulis tuangkan secara komprehensif ke dalam karya ilmiah dengan 

judul: TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PERAN KEPALA 

KUA DALAM MENGATASI FENOMENA ILLEGAL WEDDING 

(STUDI KASUS DI KUA LOWOKWARU KOTA MALANG). 

B. Fokus Penelitian 

Berdasarkan uraian latar belakang penelitian diatas maka rumusan 

masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:  

1. Bagaimana peran KUA Lowokwaru Kota Malang dalam mengatasi 

fenomena illegal wedding? 

2. Apa  dampak hukum terhadap pasangan yang melakukan illegal 

wedding? 

3. Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap peran KUA Lowokwaru 

kota Malang dalam mengatasi fenomena illegal wedding? 

C. Tujuan Penelitian 

1. Untuk mendeskripsikan bagaiamana peran KUA Lowokwaru Kota 

Malang dalam mengatasi fenomena illegal wedding.  

2. Untuk mendeskripsikan apa dampak hukum terhadap pasangan yang 

melakukan illegal wedding.  
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3. Untuk menganalisis bagaimana pandangan hukum Islam terhadap 

peran KUA Lowokwaru Kota Malang dalam mengatasi fenomena 

illegal wedding. 

D. Kegunaan Penelitian 

Manfaat penelitian ini dapa ditinjau dari dua aspek, yaitu manfaat 

secara teoritis dan manfaat secara praktis: 

 

1. Manfaat teoritis: 

Peneliti berharap dari hasil penelitian ini dapat menambah 

pengetahuan dan wawasan pembaca khususnya bagi mahasisa hukum 

keluarga Islam yang akan melakukan penelitian di masa yang akan 

datang. 

2. Manfaat praktis: 

a. Kantor Urusan Agama (KUA) 

Sebagai bahan pertimbangan kepada Kantor urusan agama untuk 

mempertegas sanksi efektifitas illegal wedding. 

b. Peneliti  

Penelitian ini dapat dijadikan sebagai tambahan ilmu pengetahuan 

yang nantinya dapat berguna ketika peneliti sudah berperan aktif 

dalam kehidupan masyarakat. 

c. Masyarakat  

Hasil penelitian ini akan sangat bermanfaat sebagai pengetahuan 

bagi masyarakat untuk pemahaman yang jelas, agar megetahui 
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dampak hukum terhadap pasangan yang melakukan illegal 

wedding. 

E. Definisi Operasional 

Untuk mempermudah dan menghindari kesalahan dalam memahami istilah-

istilah yang terdapat dalam judul “Tinjauan hukum Islam terhadap peran KUA 

dalam mengatasi fenomena illegal wedding (studi kasus KUA Lowokwaru kota 

Malang)” maka perlu dijelaskan sebagai berikut: 

1. Hukum islam  

Hukum Islam adalah aturan yang didasarkan pada wahyu Allah SWT 

berupa Al-Quran dan sunah Rasul mengenai tingkah laku manusia. 

2. Peran Kantor Urusan Agama (KUA) 

Peran Kantor Urusan Agama merupakan Upaya yang dilakukan oleh 

pihak Kantor Urusan Agama sebagai Lembaga yang melayani 

masyarakat islam dalam menjalankan fungsi dan tugasnya dalam 

bidang agama Islam terkait masalah pencatatan nikah,mengurus 

masjid, Baitul mal, zakat, wakaf, ibadah sosial, kependudukan dan 

pengembangan keluarga sakinah. 

3. Illegal wedding  

Illegal wedding adalah pernikahan yang dilakukan secara sembunyi-

sembunyi di luar lembaga pencatatan pernikahan resmi.  
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BAB VI 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan  

Dari uraian yang telah dipaparkan oleh peneliti pada bab-bab sebelumnya, 

maka dapat diambil beberapa kesimpulan antara lain: 

1. Peran Kua Lowokwaru dalam Mengatasi Fenomena Illegal Wedding 

Mengenai upaya yang dilakukan oleh KUA Lowokwaru dalam 

mengatasi fenomena Illegal wedding atau nikah siri yang terjadi di 

Kecamatan Lowokwaru diantaranya: 

a. Badan penasehat, pembinaan dan pelestarian perkawinan (BP4) 

mengadakan penyuluhan berkitan dengan dampak buruk dari 

\Urusan Agama kepada calon pengantin. 

b. Kantor urusan agama beserta rekan kerjanya yang berada di setiap 

kelurahan melakukan penyuluhan yang berkaitan dengan 

pernikahan, mulai dari pentingnya pencatatan nikah, bahaya nikah 

liar serta isbat nikah. 

2. Dampak Hukum Terhadap Pasangan Yang Melakukan Illegal 

Wedding 

Diantara dampak hukum dari pernikahan siri, diantaranya terhadap 

istri dianggap sebagai istri tidak sah karena melakukan pernikahan 

dibawah tangan, apabila adanya hak-hak istri yang dilanggar oleh 

suami, istri tidak dapat menuntut hak-hak tersebut secara hukum serta 

dalam kehidupan bermasyarakat dipandang sebagai istri simpanan 

membuat istri akan sulit bersosialisasi dengan lingkungan sekitar. 
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Terhadap nasab anak hanya mengikuti sang ibu, anak kesulitan dapat 

mengurus akta kelahiran, yang dicantumkan dalam akta kelahiran 

hanya nama sang ibu. Terhadap harta gono-gini jika terjadi perceraian 

istri tidak berhak atas harta gono gini yang didapatkan bersama selama 

pernikahan. Terhadap hak waris, istri dan anak tidak berhak atas 

warisan peninggalan suaminya. Terhadap nafkah, ketika selama 

pernikahannya suami tidak memberikan nafkah terhadap istri dan anak 

maka, tidak dapat melaporkan perbuatan suaminya ke pihak yang 

berwenang. 

3. Tinjauan Hukum Islam terhadap Peran KUA Lowokwaru Dalam 

Mengatasi Fenomena Illegal Wedding 

Berdasarkan tinjauan hukum Islam, pernikahan siri merupakan 

nikah secara rahasia serta akan menimbulkan segala macam 

kemudhoratan untuk pasangan dan keturunnya dikatakan sebagai 

pernikahan yang tidak sah serta dilarang. Hal ini sesuai denga isi dari 

kompilasi hukum islam yang menyatakan bahwa agar terjamin 

ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus 

dicatat dan perkawinan yang dilakukan diluar pengawasan pegawai 

pencatat nikah tidak mempunyai kekuatan hukum. Dalam kajian 

maqashid Al-Syariah Al-Syatibi dlaruriyat yang merupakan hukum 

yang ditetapkan Allah guna mewujudkan kemaslahatan umat dan 

menghindari kemudharatan. Terdapat lima aspek dari dlaruriyat, yaitu 

agama, jiwa, keturunan, harta, serta akal. Dalam hal ini upaya yang 

dilakukan oleh KUA seperti mengadakan sosialisasi serta penyuluhan 
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kepada masyarakat untuk mengatasi fenomena illegal wedding telah 

sesuai dengan syariat islam. Karena KUA telah memberika edukasi 

kepada masyarakat umum terkiat dengan dampak nikah siri, serta 

pentingnya melakukan pencatatan nikah. 

B. Saran 

Berdasarkan hasil penelitian tentang tinjaun hukum islam terhadap peran 

KUA Lowokwaru dalam mengatasi fenomena illegal wedding, maka 

peneliti menyampaikan beberapa saran sebagai berikut: 

1. Kepada kantor urusan agama (KUA) 

Kepada kantor urusan agama khususnya Kecamatan Lowokwaru 

hendaknya selalu berupaya semaksimal mungkin memberikan 

pelayanan yang baik kepada masyarakat khususnya dalam masalah 

pencatatan administrasi nikah. 

2. Kepada masyarakat  

Memiliki kesadaran akan pentingnya untuk melakukan nikah secara 

legal dengan memenuhi syarat-syarat administrasi terlebih dahulu di 

Kantor Urusan Agama agar dapat memeproleh buku nikah. Karena 

akan berdampak pada pasangan itu sendiri maupun keturunannya 

terutama dalam melakukan administrasi di kemudian hari. 
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